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Abstrak
 

Sumberdaya alam termasuk didalamnya sumberdaya hutan merupakan sumberdaya yang rentan terhadap

konflik mengingat sumberdaya alam terikat dalam suatu lingkungan yang saling terkait. Suatu kegiatan

tertentu yang dilakukan oleh individu akan berdampak terhadap lingkungan baik lingkungan sendiri atau

lingkungan di luar dimana ia berada; sumberdaya alam terikat dalam suatu ruang sosial dimana hubungan

yang komplek dan tidak seimbang terjalin yaitu antara berbagai aktor sosial seperti eksportir hasil bumi;

petani, etnis minoritas maupun pemerintah; sumberdaya alam yang tersedia cenderung berkurang karena

adanya perubahan-perubahan lingkungan yang pesat, permintaan yang cenderung meningkat dan distribusi

yang tidak merata ; pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan dalam cara-cara yang berbeda dan merupakan

suatu simbol tertentu.

 

Karena faktor-faktor tersebut, konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya alam merupakan hal

yang banyak ditemukan. Keadaan seperti itu terlebih lagi setelah berakhirnya Perang Dingin. Konflik dalam

negara (intra-state conflict) terutama di negara-negara berkembang cenderung meningkat. Berbagai isu

konflik muncul ke permukaan termasuk konflik yang berkenaan dengan isu lingkungan seperti konflik

pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung, Indonesia.

 

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi konflik di Kabupaten Lampung Barat adalah dengan

melakukan kerjasama dengan salah satu INGOs yaitu the International Centre for Research in Agroforestry

(ICRAF). Sejak tahun 2000 ICRAF telah melakukan mediasi dalam upaya mencari pemecahan konflik.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa sebagai aktor non-state INGOs memiliki peranan yang signifikan.

Mediasi sebagai salah satu pendekatan pemecahan konflik memiliki potensi terhadap perubahan pada aktor-

aktor yang terlibat konflik maupun pada kebijakan yang berlaku. Pertanyaannya adalah bagaimana peta

konflik pengelolaan sumberdaya tersebut, apa dampak mediasi ICRAF terhadap kebijakan yang berlaku dan

bagaimana implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan sumberdaya Hutan Lindung di Kabupaten

Lampung Barat di masa yang akan datang.

 

Peneltian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena dampak mediasi ICRAF terhadap aktor-aktor yang terlibat

konflik dan kebijakan pengelolaan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengkaji fenomena

tersebut digunakan perspektif pluralisme. Sebagai sebuah pendekatan pluralisme memandang bahwa

gambaran hubungan internasional didasarkan pada empat asumsi pokok yaitu: Pertama, aktor non-negara,

merupakan entitas yang penting dalam politik dunia. Organisasi internasional termasuk di dalamnya Non-

Governmental Organisations (NGDs) misalnya dalam isu tertentu merupakan aktor yang independen.

Mereka bukan hanya merupakan sebuah forum dimana negara-negara berlomba dan bekerjasama satu sama
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lain dengannya. Dalam organisasi internasional tertentu mereka memiliki kapasitas dalam hal menentukan

agenda dan menyediakan informasi yang mampu mempengaruhi bagaimana suatu negara menentukan arah

kebijakan tertentu. Kedua, bagi pluralis negara bukan merupakan aktor uniter. Negara merupakan aktor yang

terdiri dari individu, kelompok kepentingan dan birokrat. Dalam pandangan pluralis, sebuah keputusan yang

dibuat oleh suatu negara pada dasarnya merupakan sebuah keputusan yang sebenarnya dibuat oleh koalisi

pemerintah, birokrat dan bahkan individu. Ketiga, bagi pluralis negara bukan merupakan aktor rasional.

Pandangan ini bertentangan dengan asuinsi realis yang memandang bahwa negara merupakan aktor rasional.

Keempat, bagi pluralis agenda politik internasional bersifat luas (ekstensif). Disamping isu keamanan negara

isu-isu ekonomi, sosial, ekologi, perdagangan. moneter, energi, kelaparan dan degredasi lingkungan bagi

pluralisme merupakan agenda internasional dan memerlukan pemecahan secara global.

 

Tesis ini membuktikan bahwa, mediasi ICRAF dalam pengelolaan konflik Hutan Lindung di Kabupaten

Lampung Barat berdampak terhadap aktor dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Terbentuknya

kelembagaan yang memiliki kapasitas dalam mengkaji potensi sumberdaya alam dan memiliki wewenang

dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan telah memungkinkan aktor terkait sebagai bagian yang turut

menentukan arah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam tersebut. Kepemilikan lahan (land tenure) dalam

bentuk ijin HKm. (Hutan Kemasyarakatan) yang diberikan oleh pemerintah kepada petani merupakan salah

satu indikator bahwa pemerintah telah menaruh kepercayaan kepada petani dalam pengelolaan sumberdaya

tersebut. Adanya jaminan kepemilikan lahan, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan konflik dan

peningkatan teknologi pengelolaan sumberdaya tersebut akan memungkinkan terbentuknya satu sistem

pengelolaan sumberdaya Hutan. Lindung yang sesuai dengan perspektif pandangan aktor-aktor terkait.

Dengan demikian visi pembangunan kehutanan Kabupaten Lampung Barat yaitu untuk mewujudkan

pengelolaan hutan yang lestari akan lebih mudah tercapai.


